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BJDANC HUKUM KEPERDATAAN 

Pada hakikatnya. kasus pertanahan mcrupakan bcnturan kcpentingan 
(conflict of interest) di bidang pcrtanahan amara siapa dengan siapa. scbagai 
contoh konkret antara perorangan dengan perorangan: perorangan dengan badan 
hukum; badan hukum dcngan bndan hukum dan lain sebagainya. Schubungan 
dcngan hal tersebut di atas. guna kepastian hukum yang diamanatkan UUJ>A, mak:i 
terhadap kasus pertanahnn dimaksud antara lain dapat dibcrikan 
rc�pons/re:iksi/penyelesaian kepad:i yang bcrkepentingan (masyarakat dan 
pcmerintah), bcrupa solnsi mclalui Badan Pc1tanahan Nasional dan solusi melalui 
Badan Peradilan. 

Untuk mcmbahas pennasalahan terscbut malca dilakukan pcnelitian secara 
kcpustakaan dan juga pcnclitian lapangan pada Pengadilan Ncgcri Medan dcngan 
mengajukan pennasalahan tentang bagaimana proses hukum penyelesaian sengketa 
hak peroilikan tanah di Pengadilan Ncgeri Medan dan Apakah yang menjadi 
kendala dalam hal pcnyelesaian sengketa hak pemilikan tanah di Pengadilan 
�cgeri Medan. 

Hasil pcnelitian dan pcmbahasan mcnjelaskan Proses hukum penyelesaian 
sengkcta hak p.:milikan tanah di Pcngadilan Negeri Medan sama dengan perkara 
perdata lainnya yang dimulai dcngan mcngajukan gugatan, jawaban, replik. duplik, 
pcmeriksaan alaL-alaL bukti, saksi-saksi, dan sebagainya, semuanya harus dilakukan 
clan diperiksa di dalam suatu sidang yang khusus cliadakan untuk itu. Persidangan 
dilakukan sccara terbuka kecuali ditcntukan lain olch undang-undang. Kcndala 
dalam hal penyelesaian sengkcta hak pemilikan tanah di Pengadilan Negeri Medan 
adalah lamnnya waklu yang dihabiskan oleh para pihak untuk mencapai keadilan, 
biaya dan juga sikap :rang k-urang bcrsahabat antara pihak-pihal.. yang berselisih. 

Pada penelitian disarankan Kcpada para pihak. yang bcrsengketa tenlang 
tanah hendaknya dapat mcnyelcsaikannya di luar pengadilan, karcna selain 
\\aktunya singkat, biaya yang dikeluarkan lidak mahal scrtll mcmbcrikan rasa 
pcrdamaian bagi pihak-pibak yang bcrsclisih. Kcpuda instansi tcrtentu scperti 
Badan Pertanahan Nasional hendaknya dapat pro ak'tif dalam hal mcnjcmbatani 
penyclesaian scngketa pcrtanahan mclalui mediasi. 
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